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ABSTRAK

DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT (AS)-DENMARK
PASCAKETERTARIKAN AS TERHADAP PEMBELIAN
GREENLAND, 2019-2021

Oleh
M. TEGAR ARIAYOJA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan Amerika
Serikat (AS)-Denmark pascaketertarikan AS terhadap pembelian Greenland pada
periode 2019-2021. Ketertarikan tersebut memicu ketegangan diplomatik sekaligus
menandai kembalinya Greenland sebagai wilayah strategis dalam geopolitik Arktik
di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar serta dampak perubahan iklim
yang membuka jalur pelayaran dan potensi sumber daya alam baru. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder
berupa literatur akademik, dokumen resmi, laporan kebijakan, dan sumber kredibel
lainnya. Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan konsep soft power
untuk menjelaskan penggunaan instrumen non-militer oleh AS, seperti diplomasi
ekonomi dan budaya, serta teori securitization untuk menganalisis konstruksi
Greenland sebagai isu keamanan oleh AS dan respons counter-securitization dari
Denmark dan pemerintah otonom Greenland.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan AS terhadap pembelian
Greenland tidak hanya berdampak pada ketegangan diplomatik jangka pendek,
tetapi juga mendorong perubahan pola hubungan bilateral AS—Denmark yang lebih
kompleks, di mana isu kedaulatan, identitas nasional Greenland, dan kepentingan
keamanan Arktik menjadi variabel utama. Denmark dihadapkan pada dilema antara
mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan menjaga hubungan strategis dengan
AS sebagai sekutu NATO, sementara Greenland semakin menegaskan peran
sebagai aktor semi-otonom dalam politik internasional. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa periode 2019-2021 merupakan fase penting yang
menunjukkan pergeseran strategi AS dari pendekatan militer ke non-militer dalam
persaingan geopolitik Arktik, sekaligus memperlihatkan bagaimana interaksi antara
kepentingan keamanan, ekonomi, dan identitas membentuk dinamika hubungan
AS-Denmark.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Denmark, Greenland, Hubungan, Arktik,
Keamanan, Otonom



ABSTRACT

DYNAMICS OF UNITED STATES-DENMARK RELATIONS
AFTER THE U.S. INTEREST IN PURCHASING
GREENLAND, 2019-2021

By
M. TEGAR ARIAYOJA

This study aims to analyze the dynamics of United States (US)-Denmark
relations following US interest in purchasing Greenland during the 2019-2021
period. This interest triggered diplomatic tensions while also marking Greenland’s
renewed strategic in Arctic geopolitics amid intensifying great power rivalry and
the impacts of climate change, which have opened new shipping routes and access
to natural resources. This research employs a descriptive qualitative approach using
secondary data, including academic literature, official documents, policy reports,
and other credible sources. Conceptually, the study integrates concept of soft power
to explain the use of non-military instruments by the US, such as economic and
cultural diplomacy, as well as securitization theory to analyze the construction of
Greenland as security issue by the US and the counter-securitization response from
Denmark and autonomous Government of Greenland.

The findings indicate that the US interest in purchasing Greenland not only
generated short-term diplomatic tensions but also reshaped the pattern US-—
Denmark bilateral relations into a more complex, which issues of sovereignty,
Greenlandic national identity, and Arctic security interests became key variables.
Denmark faced a dilemma between maintaining its territorial sovereignty and
preserving strategic relations with US as a NATO ally, while Greenland
increasingly asserted its role as a semi-autonomous actor in international politics.
This study concludes that 2019-2021 period represents a critical phase
demonstrating a shift US strategy from military to non-military approaches in
Arctic geopolitical competition, while highlighting how the interaction of security,
economic, and identity interest shapes dynamics of US—Denmark relations.

Keywords: United States, Denmark, Greenland, Relation, Arctic, Security,
Autonomy.
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BAB |
PENDAHULUAN

Skripsi ini mendeskripsikan dinamika hubungan Amerika Serikat (AS)-
Denmark pascaketertariakan pembelian Greenland oleh AS, periode 2019-2021.
Latar belakang kajian berangkat dari keterlibatan historis AS di Greenland sejak era
Perang Dingin, munculnya kembali wacana pembelian wilayah tersebut pada masa
pemerintahan Donald Trump, serta meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Arktik
akibat perubahan iklim dan terbukanya jalur pelayaran baru. Secara konseptual,
penelitian ini menggunakan pendekatan soft power untuk mengidentifikasi
instrumen diplomasi ekonomi, promosi budaya, dan politik identitas yang
dijalankan AS, serta securitization theory untuk menjelaskan konstruksi isu
Greenland sebagai persoalan keamanan dan respons counter-securitization dari
Denmark maupun pemerintah otonom Greenland. Dengan kerangka ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika
hubungan bilateral AS-Denmark, sekaligus memperkaya kajian geopolitik Arktik

dalam disiplin Hubungan Internasional.

1.1 Latar Belakang

Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah fenomena baru,
melainkan bagian dari dinamika geopolitik yang telah berlangsung sejak
pertengahan abad ke-20. Pada masa awal Perang Dingin, kepentingan strategis
terhadap Greenland terlihat jelas ketika Presiden Harry S. Truman pada tahun 1946
menawarkan kepada Denmark pembelian wilayah tersebut dengan harga 100 juta

dolar Amerika Serikat dalam bentuk emas. Tawaran ini ditolak, namun Denmark



tetap memberikan akses kepada Amerika Serikat untuk membangun pangkalan
militer di Thule pada tahun 1951 (Marc. J, 2023). Pangkalan ini kemudian menjadi
salah satu titik terpenting dalam jaringan sistem pertahanan rudal balistik Amerika
Serikat, sekaligus memainkan peran dalam proyek-proyek rahasia militer seperti
Project Iceworm. Kejadian tersebut menandai awal keterlibatan Amerika Serikat
secara mendalam dalam politik, keamanan, dan ekonomi di Greenland, sekaligus
memperlihatkan bagaimana kawasan Arktik dipandang vital bagi kepentingan
strategis Amerika Serikat dan aliansi militernya dalam kerangka NATO (Jacobsen
et al., 2024).

Proposal Donald Trump pada tahun 2019 untuk membeli Greenland dari
Denmark dinilai tidak relevan dengan kondisi kontemporer karena menghidupkan
kembali praktik jual-beli wilayah yang lazim terjadi pada era kolonial. Contoh
historis seperti Louisiana Purchase (1803), Alaska Purchase (1867), dan pembelian
Danish West Indies (1917) menunjukkan bahwa pada masa itu wilayah tanpa
pemerintahan mandiri sah dianggap sebagai objek transaksi antarnegara. Namun,
dalam konteks hubungan internasional kontemporer, prinsip kedaulatan negara dan
hak penentuan nasib sendiri telah menjadi norma fundamental yang mengatur status
politik suatu wilayah. Oleh karena itu, gagasan Trump tidak hanya dipandang usang
secara historis, tetapi juga bertentangan dengan kerangka hukum internasional
modern yang tidak lagi memperlakukan wilayah sebagai komoditas untuk
diperjualbelikan oleh kekuatan besar (Mabbett, 2025).

Berdasarkan sejarah Amerika Serikat melakukan Tindakan yang serupa dengan
membeli Louisiana pada tahun 1803, Amerika Serikat berkembang dari negara
kecil di pesisir Atlantik menjadi kekuatan kontinental. Dalam perjanjian yang
dibuat oleh Napoleon Bonaparte dengan Prancis, Amerika Serikat memperoleh
wilayah seluas sekitar 828.000 mil persegi dengan harga 15 juta dolar. Akuisisi ini
melipatgandakan wilayah negara dan memberikan kontrol strategis atas Sungai
Mississippi dan pelabuhan New Orleans, yang menjadi jalur utama perdagangan
agraris ke wilayah pedalaman. Menurut para sejarawan, Presiden Thomas Jefferson
didorong oleh keinginan untuk menjamin akses ekonomi bagi para petani di
wilayah barat dan kekhawatiran tentang potensi ancaman Prancis di Amerika Utara

(Patrick, 2007). Secara geopolitik, Pembelian Louisiana menghilangkan kehadiran



kekuatan kolonial yang signifikan di pusat benua Amerika dan membuka jalan bagi
ekspansi ke arah Pasifik, yang kemudian dilegitimasi oleh ideologi Manifest
Destiny. Sebuah studi dalam Journal of American History menyatakan bahwa
pembelian ini merupakan titik balik yang memungkinkan Amerika Serikat
memperkuat kekuatan militer, ekonomi, dan demografisnya secara bersamaan. Di
sisi lain, studi klasik dalam Journal of Education menyatakan bahwa keputusan
tersebut dianggap sebagai tindakan berani yang membentuk identitas nasional
Amerika Serikat (Patrick, 2007).

Purchase of Alaska dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1867 menunjukkan pola
ekspansi melalui pembelian wilayah kembali. Konsekuensi dari perundingan yang
dipimpin oleh Menteri Luar Negeri William H. Seward adalah kesepakatan untuk
membeli Alaska seharga 7,2 juta dolar AS. Keputusan ini pada awalnya
ditertawakan oleh masyarakat umum dan disebut sebagai "Seward's Folly" karena
wilayah tersebut dianggap terpencil dan tidak produktif (Janice, 2023). Namun,
akuisisi Alaska memiliki nilai strategis yang signifikan dari sudut pandang
geopolitik jangka panjang. Pertama, pembelian ini memperkuat posisi Amerika
Serikat dalam persaingan kekuatan di Amerika Utara karena mencegah Inggris
mengembangkan wilayahnya dari Kanada ke Pasifik Utara. Kedua, sumber daya
alam Alaska, termasuk gas alam, minyak bumi, emas, dan perikanan, telah terbukti

sangat berkontribusi pada ekonomi negara (Janice, 2023).

Ketiga, Alaska dekat dengan Asia dan berbatasan dengan Arktik
menjadikannya lokasi strategis penting untuk pengawasan militer dan pengawasan
internasional, terutama selama Perang Dingin. Menurut penelitian yang diterbitkan
dalam jurnal Diplomatic History, pembelian Alaska juga mencerminkan orientasi
Amerika Serikat sebagai kekuatan maritim dan Arktik yang meningkat, yang
memungkinkan negara tersebut memperluas jangkauan pertahanan ke wilayah utara
dan Pasifik. Oleh karena itu, pembelian Alaska bukan sekadar transaksi ekonomi itu
adalah investasi strategis yang memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai

kekuatan global yang sedang berkembang (Janice, 2023).

Strategi ekspansi non-militer ini mencapai bentuk yang lebih berorientasi pada
keamanan dalam pembelian Danish West Indies dari Denmark pada tahun 1917,



yang kini dikenal sebagai Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Berbeda dengan
Louisiana dan Alaska yang berfokus pada ekspansi daratan dan sumber daya,
pembelian ini didorong oleh pertimbangan militer dan kontrol jalur laut pada masa
Perang Dunia I. Amerika Serikat khawatir bahwa pulau-pulau tersebut dapat jatuh
ke tangan Jerman dan digunakan sebagai pangkalan angkatan laut yang mengancam
Terusan Panama serta jalur perdagangan Karibia. Oleh karena itu, pemerintah
Amerika Serikat membayar 25 juta dolar AS kepada Denmark untuk memperoleh
kedaulatan atas wilayah tersebut. Kajian dalam American Journal of International
Law menekankan bahwa transaksi ini merupakan contoh ekspansi teritorial yang
dilakukan melalui mekanisme hukum internasional dan persetujuan bilateral,
sehingga berbeda dari praktik kolonialisme tradisional. Sementara itu, penelitian
dalam American Historical Review menunjukkan bahwa rencana pembelian
sebenarnya telah dipertimbangkan sejak abad ke-19, tetapi baru terealisasi ketika
faktor keamanan global menjadikannya kebutuhan strategis mendesak (James,
2017). Secara geostrategis, kepemilikan pulau-pulau tersebut memungkinkan
Amerika Serikat memperkuat dominasi maritim di Karibia dan melindungi
kepentingannya di belahan barat, sejalan dengan Doktrin Monroe yang menolak
campur tangan kekuatan Eropa di kawasan tersebut (James, 2017).

Selain itu, ketiga pembelian wilayah ini menunjukkan pergeseran tujuan
ekspansi Amerika Serikat, yang beralih dari fokus ekonomi dan agraria ke fokus
keamanan dan dominasi global. Pembelian Denmark West Indies menunjukkan
keamanan maritim dan perlindungan jalur perdagangan internasional, sementara
pembelian Louisiana menunjukkan kebutuhan negara yang sedang berkembang
akan ruang hidup dan akses perdagangan; pembelian Alaska menunjukkan
persaingan kekuatan besar dan pencarian sumber daya strategis. Ketiganya
memiliki kesamaan: mereka menggunakan diplomasi dan transaksi ekonomi
sebagai alat ekspansi, yang memungkinkan Amerika Serikat memperluas
wilayahnya tanpa terlibat dalam konflik bersenjata langsung. Menurut para
ilmuwan hubungan internasional, gaya ini merupakan jenis “imperialisme
informal”, di mana kekuatan diperluas melalui perjanjian ekonomi dan kekuatan
politik daripada pendudukan militer. Selain itu, pencapaian pembelian wilayah ini

meningkatkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai pihak yang bijaksana yang



mampu memanfaatkan peluang geopolitik melalui negosiasi yang terencana
(James, 2017).

Isu serupa muncul kembali lebih dari tujuh puluh tahun kemudian. Presiden
Donald Trump menyatakan minat untuk membeli Greenland pada Agustus 2019,
mengejutkan dunia. Tidak seperti Truman, yang menekankan alasan militer, Trump
menggunakan pendekatan ekonomi, politik, dan budaya untuk membingkai tujuan
tersebut. Strategi ketertarikan Amerika Serikat untuk melakukan pembelian
Greenland lebih menekankan instrumen nonmiliter, menurut rencana yang sempat
dikabarkan, yang mencakup memberikan insentif ekonomi kepada penduduk
Greenland, melakukan diplomasi budaya menggunakan bahasa Kalaallisut, dan
mencoba memperluas kerja sama infrastruktur. Langkah ini didorong oleh
peningkatan jalur pelayaran baru yang muncul sebagai akibat dari pencairan es di
Arktik, nilai strategis Greenland sebagai sumber mineral penting, dan kekhawatiran
Amerika Serikat tentang investasi Tiongkok yang semakin meningkat dalam

infrastruktur dan pertambangan di Greenland (Jacobsen et al., 2024).

Reaksi terhadap rencana tersebut sangat keras. Perdana Menteri Denmark,
Mette Frederiksen, menolak ide Trump dengan menyebutnya sebagai gagasan
“absurd” dan menegaskan bahwa “Greenland is not for sale”. Pemerintah otonom
Greenland sendiri menyatakan terbuka pada kerja sama ekonomi, namun menolak
keras wacana penjualan wilayah. Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan
diplomatik yang cukup serius, termasuk pembatalan kunjungan kenegaraan Trump
ke Kopenhagen, sebuah tindakan yang jarang terjadi di antara sesama sekutu NATO
(CNR, 2020).

Pantai barat Greenland dikolonisasi dan menjadi bagian dari sistem
perdagangan global. Pasar kolonial mengubah gaya hidup Inuit, yang sebelumnya
bergantung pada berburu untuk bertahan hidup. Denmark awalnya berusaha untuk
membangun industri perburuan paus, tetapi sumber daya cepat habis, sehingga
lebih banyak perhatian diberikan pada perburuan anjing laut. Ini menyebabkan
pedagang Denmark dan pemburu Inuit saling bergantung pedagang membutuhkan
hasil buruan, sementara Inuit bergantung pada senjata dan barang-barang Eropa.
Ketika Denmark kehilangan armada lautnya selama Perang Napoleon,



ketergantungan ini menjadi masalah besar. Ini karena pasokan senjata dan barang
terhenti. Orang-orang Inuit yang sudah terbiasa berburu dengan senjata api
menghadapi kesulitan untuk kembali ke metode berburu konvensional. Kebijakan
kolonial Denmark pada tahun 1800-an mengklaim ingin "melindungi budaya Inuit"
dari pengaruh Barat. Meskipun demikian, kebijakan ini sebenarnya bersifat
paternalistik dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan
mencegah penduduk Greenland melakukan kemajuan. Sering dianggap sebagai
bentuk awal demokrasi ketika dewan lokal dibentuk dan pemburu terbaik diangkat
sebagai pengawas. Namun, fungsinya sebenarnya adalah untuk mengontrol
masyarakat dan memecah mereka ke dalam kelas sosial, sesuatu yang sebelumnya
tidak ada di Greenland. Ini adalah taktik yang dikenal sebagai "pecah belah dan
kuasai"(Sgrensen, 2007).

Masyarakat Greenland mulai menentang kebijakan asimilasi pada 1970-an dan
menuntut hak yang sama tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Karena
tekanan ini, dibuat Home Rule pada 1979 dan Self-Government Act pada 2009.
Kedua undang-undang ini memberi Greenland otonomi yang luas dan diakui
sebagai bangsa oleh negara-negara di seluruh dunia. Namun, Greenland masih
sangat bergantung pada dana Denmark setiap tahun. Meskipun pandangan ini mulai
berubah, ketergantungan ekonomi ini secara tidak langsung menghambat
kemerdekaan penuh Greenland. Bantuan yang diberikan Denmark sering dianggap
sebagai "pemberian baik hati", dan kritik dari Greenland dianggap sebagai sikap
tidak tahu berterima kasih. Posisi geopolitik Greenland telah meningkat dalam
beberapa tahun terakhir. Pengaruh di wilayah Arktik diperebutkan oleh Amerika
Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Denmark menyadari bahwa Greenland memiliki nilai
strategis yang signifikan, meskipun upaya Presiden AS Donald Trump untuk
membeli wilayah tersebut pada 2019 ditolak (\Volquardsen, 2023).

Sejarah kolonial kembali dibahas. Dimana Akhirnya, Denmark mengakui dan
meminta maaf atas sejumlah kebijakan kolonial yang merugikan orang Greenland.
Kebijakan-kebijakan ini termasuk rasisme institusional, praktik adopsi yang
kontroversial, eksperimen sosial pada 1950-an yang memisahkan anak-anak dari
keluarga mereka, dan pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan pada ribuan

perempuan Greenland. Dalam proses rekonsiliasi, kedua pemerintah setuju untuk



membentuk komisi untuk menyelidiki pelanggaran ini pada tahun 2022
(Volquardsen, 2023).

Bersamaan dengan ketertarikan Amerika Serikat terhdap Greenland,
perkembangan geopolitik di kawasan Arktik dalam dua dekade terakhir
menunjukkan pergeseran penting dalam pola interaksi kekuatan besar dunia.
Perubahan iklim yang mempercepat pencairan es membuka akses terhadap jalur
pelayaran baru serta potensi eksploitasi sumber daya alam yang sebelumnya sulit
dijangkau. Kondisi ini menjadikan Arktik tidak lagi dipandang sebagai kawasan
periferal, melainkan sebagai ruang strategis baru yang memiliki nilai ekonomi,
keamanan, dan politik yang semakin signifikan. Dalam konteks tersebut, Greenland
menempati posisi yang sangat strategis. Secara geografis, Greenland berada di titik
persilangan antara Amerika Utara dan Eropa, sekaligus menjadi bagian penting dari
arsitektur keamanan Atlantik Utara (Borgerson, 2013). Meskipun berstatus sebagai
wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, Greenland memiliki tingkat otonomi
politik yang semakin berkembang, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam
dan hubungan eksternal tertentu. Posisi unik ini menjadikan Greenland sebagai

wilayah yang rawan menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuatan besar

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang keterlibatan di Greenland,
khususnya melalui kepentingan militer sejak era Perang Dingin dengan keberadaan
Pangkalan Udara Thule. Namun, pasca berakhirnya Perang Dingin, perhatian
Amerika Serikat terhadap Greenland cenderung menurun seiring meredanya
rivalitas global. Situasi ini berubah secara signifikan pada periode 2019-2021,
ketika pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan
ketertarikannya untuk membeli Greenland. Pernyataan tersebut tidak hanya
memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark, tetapi juga menandai kembalinya
Greenland sebagai isu strategis utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Meskipun wacana pembelian Greenland tidak pernah terealisasi, respons kebijakan
Amerika Serikat pasca-2019 justru menunjukkan pola yang lebih kompleks.

Bagi Denmark, peningkatan keterlibatan Amerika Serikat di Greenland
menghadirkan dilema strategis. Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dalam
NATO, Denmark memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan



transatlantik. Namun, sebagai negara induk Greenland, Denmark juga
berkepentingan mempertahankan kedaulatan serta peran sentralnya dalam
pengelolaan wilayah otonom tersebut (Borgerson, 2013). Situasi ini menempatkan
Denmark pada posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan aliansi keamanan
dan kepentingan nasionalnya sendiri Di sisi lain, Greenland tidak lagi sepenuhnya
berperan sebagai objek pasif dalam dinamika geopolitik ini. Pemerintah otonom
Greenland semakin aktif menyuarakan kepentingannya, terutama terkait
pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan peran
internasional. Kondisi ini memperumit relasi antara Amerika Serikat dan Denmark,
karena Greenland mulai berfungsi sebagai variabel strategis yang memengaruhi

pola hubungan bilateral kedua negara.

Peristiwa ini menarik bagi studi hubungan internasional karena menunjukkan
perubahan strategi AS untuk Greenland. Periode 2019-2021 menempatkan
instrumen non-militer seperti diplomasi ekonomi, promosi budaya, dan politik
identitas di atas instrumen militer selama Perang Dingin. Konsep soft power Joseph
S. Nye menjelaskan fenomena ini sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang
lain melalui daya tarik budaya, prinsip politik, dan kebijakan internasional yang
sah. Amerika Serikat membangun cerita bahwa keterlibatannya di Greenland
menguntungkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung identitas
Inuit dengan mendukung budaya mereka (Maxime. G, 2013). Metode ini berbeda
dari pendekatan koersif yang berfokus pada penerimaan masyarakat dan legitimasi

politik, seperti yang terlihat di Greenland dan Denmark.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini tidak hanya menyoroti
signifikansi historis dan kontemporer dari keterlibatan Amerika Serikat di
Greenland, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika geopolitik, ekonomi,
dan identitas dapat saling berinteraksi dalam membentuk hubungan antarnegara.
Periode 2019-2021 merupakan fase yang penting untuk dipelajari karena
memperlihatkan pergeseran strategi Amerika Serikat dari instrumen militer ke non-
militer, sekaligus menunjukkan bagaimana isu kedaulatan dan keamanan
dikonstruksikan secara berbeda oleh aktor-aktor yang terlibat. Melalui penggunaan
kerangka soft power dan securitization, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketertarikan Amerika Serikat



terhadap Greenland dan dampaknya bagi hubungan Amerika Serikat—-Denmark di
tengah persaingan geopolitik Arktik.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh persoalan utama. (1) “Bagaimana
ketertarikan pembelian Greenland oleh Amerika Serikat, periode 2019-2021
berdampak pada dinamika hubungan Amerika Serikat (AS)-Denmark?”’

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk
mencapai tujuan utama. (1) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak
ketertarikan pembelian Greenland oleh Amerika Serikat, periode 2019-2021
terhadap dinamika hubungan Amerika Serikat-Denmark, dengan menelaah
penggunaan instrumen soft power oleh Amerika Serikat serta proses securitization
dan counter-securitization yang dilakukan oleh Denmark dan pemerintah otonom

Greenland.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dinamika
hubungan Amerika Serikat—-Denmark dalam menyikapi isu ketertarikan AS untuk
membeli Greenland dan dampaknya terhadap kedaulatan serta hubungan
antarnegara di kawasan Arktik.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian
utama. Bagian pertama menguraikan landasan konseptual yang terdiri atas konsep
soft power Joseph S. Nye serta teori securitization dari Copenhagen School, yang
digunakan untuk menjelaskan instrumen diplomasi ekonomi, budaya, dan politik
identitas yang dijalankan Amerika Serikat, sekaligus menganalisis bagaimana
wacana ketertarikan Greenland dikonstruksikan sebagai isu keamanan dan
bagaimana Denmark serta pemerintah otonom Greenland merespons melalui
counter-securitization. Bagian kedua memaparkan kerangka pemikiran yang
disusun untuk menghubungkan teori dan konsep dengan fokus penelitian, dengan
tujuan menciptakan alur analisis yang jelas mulai dari strategi ketertarikan Amerika
Serikat terhadap Greenland, faktor geopolitik yang melatarbelakanginya, hingga
respons politik Denmark dan Greenland serta pengaruhnya terhadap hubungan
bilateral Amerika Serikat—Denmark pada periode 2019-2021.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah karya ilmiah
sebelumnya sebagai landasan akademik untuk memperkuat argumen, membangun
kerangka pemikiran, serta menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat
menjadi dasar novelty. Penelitian-penelitian terdahulu ini berfokus pada isu-isu
terkait Greenland, dinamika keamanan Arktik, serta pendekatan teoritis
securitization dan soft power yang relevan untuk menjelaskan hubungan Amerika

Serikat-Denmark pasca ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland. Dengan
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mengkaji berbagai literatur tersebut, peneliti dapat memahami arah perkembangan
diskursus akademik, sekaligus mengidentifikasi perbedaan konteks, metode,

maupun fokus analisis yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Alexandra Middleton (Middleton, 2024).
"Nothing About Us Without Us—Rhetorical Analysis of Greenland's Arctic Policy"
adalah penelitian yang diterbitkan dalam Paradigma: Journal of Economics and
Management Research. Secara ringkas, kebijakan Arktik Greenland tahun 2024
menandai pergeseran struktural dalam hubungannya dengan Denmark dari pola
hierarkis menuju relasi yang semakin negosiatif dan setara. Dengan mengusung
prinsip “Nothing About Us Without Us” dan retorika kebijakan yang asertif,
Greenland tidak secara langsung menantang kedaulatan formal Denmark, tetapi
secara bertahap mengikis posisi Denmark sebagai satu-satunya representasi
eksternal Greenland. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong
redefinisi pembagian kewenangan dalam Kerajaan Denmark, di mana kebijakan
luar negeri dan Arktik tidak lagi dimonopoli oleh Kopenhagen, melainkan menjadi
arena ko-produksi kebijakan. Strategi ini dapat memperkuat posisi tawar Greenland
dalam negosiasi politik dan ekonomi, namun sekaligus menimbulkan dilema bagi
Denmark antara mempertahankan kohesi internal kerajaan dan menyesuaikan diri
dengan realitas geopolitik Arktik yang semakin mengakui Greenland sebagai aktor

otonom dengan legitimasi internasional yang kian kuat.

Dokumen Arctic Policy 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Greenland
dianalisis oleh penelitian ini menggunakan metodologi retorika kebijakan.
Penelitian ini menyelidiki bagaimana Greenland menggunakan bahasa metaforis,
etika, dan retorika untuk menggambarkan dirinya sebagai aktor independen dalam
urusan Arktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kritis
berbasis retorika. Data penelitian diperoleh dari dokumen kebijakan resmi
Greenland. Temuan utama menunjukkan bahwa Greenland menggunakan prinsip
"nothing about us without us™ sebagai strategi diskursif untuk memperkuat klaim

dan autonomi geopolitik agensi.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulrik Pram Gad, Sophie
Rud, Marc Jacobsen, dan Rasmus K (Pram & Kjaergaard, 2024). Berjudul
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“Greenland’s Desecuritization of Security and Defense” yang dimuat dalam buku
Greenland in Arctic Security (University of Michigan Press). Sejumlah studi
menegaskan bahwa pemerintah Greenland secara sadar menarik isu pertahanan dan
keamanan dari ranah ancaman eksistensial menuju ranah politik normal, dengan
tujuan mengurangi dominasi Denmark dalam urusan strategis tanpa memicu
eskalasi konflik atau intervensi militer. Dalam literatur yang sama, pertahanan
dipandang oleh elit politik Greenland sebagai faktor penghambat kemerdekaan
karena tingginya beban finansial dan implikasi struktural, khususnya terkait potensi
keterikatan dengan NATO. Oleh karena itu, isu keamanan sengaja dipinggirkan
dalam narasi resmi kemerdekaan demi menjaga konsistensi agenda ekonomi
mandiri. Penelitian terdahulu juga menyoroti peran identitas Inuit dan narasi
“Arktik yang damai” sebagai sumber legitimasi normatif dalam menolak
militerisasi, yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk resistensi wacana terhadap

securitization oleh negara-negara besar.

Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa strategi
Greenland lebih menekankan kalkulasi ekonomi dan pengelolaan identitas
dibandingkan kepentingan geopolitik keras, meskipun pendekatan ini dinilai akan
menghadapi tantangan signifikan seiring meningkatnya rivalitas strategis di
kawasan Arktik. Penelitian ini menggunakan teori desecuritization dan sovereignty
games untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Greenland serta partai politiknya
cenderung menurunkan dimensi keamanan dari isu pertahanan, dan lebih
menekankan aspek ekonomi serta solusi sipil. Data diperoleh dari dokumen
kebijakan, perdebatan parlemen, dan perjanjian koalisi politik periode 2017-2021.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pertahanan jarang diprioritaskan dalam
politik domestik Greenland, melainkan direduksi ke layanan sipil seperti kontrol
perikanan atau search and rescue, sehingga menggambarkan strategi politik untuk

memperkuat jalan menuju kemerdekaan.

Penelitian ketiga adalah buku suntingan oleh Marc Jacobsen, Ole Weever, dan
Ulrik Pram Gad (Jacobsen et al., 2024). Berjudul “Greenland in Arctic Security:
(De)securitization Dynamics under Climatic Thaw and Geopolitical Freeze”.
Penelitian terdahulu mengenai kedudukan strategis Greenland dalam geopolitik
Arktik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar wilayah otonom
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yang pasif menjadi aktor asertif yang menggunakan instrumen kebijakan sebagai
alat kedaulatan. Studi terbaru menyoroti bahwa mencairnya es laut telah membuka
peluang ekonomi masif melalui efisiensi rute pelayaran Arktik yang memangkas
jarak tempuh global secara signifikan, namun hal ini sekaligus memicu risiko
keamanan unik akibat persaingan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok.
Secara khusus, analisis retoris terhadap kebijakan Arktik Greenland tahun 2024
mengungkapkan penggunaan strategi desekuritisasi yang disengaja para elit politik
di Nuuk cenderung meremehkan isu pertahanan militer guna menghindari beban
biaya pertahanan yang dapat menghambat kemandirian finansial. Lebih lanjut,
literatur ini menegaskan bahwa terdapat ketegangan antara narasi "bangsa Inuit
yang damai™ dengan realitas sekuritisasi kawasan oleh pihak eksternal, di mana
Greenland berupaya menavigasi kedaulatannya melalui "permainan kedaulatan"
(sovereignty game) melawan Denmark dengan mengutamakan pembangunan

ekonomi di atas kepentingan geopolitik militer.

Buku ini menggunakan kerangka teori Securitization Theory dari Copenhagen
School untuk memetakan dinamika keamanan di Greenland dalam konteks iklim,
identitas, geopolitik, dan kolonialisme. Metode yang digunakan berupa analisis
wacana dan studi kasus multi-sektor, mencakup isu lingkungan, identitas Inuit,
hingga kebijakan pertahanan AS—-Denmark. Temuan penelitian menyoroti bahwa
Greenland merupakan entitas hibrid dalam hal kedaulatan: secara formal masih di
bawah Denmark, namun secara politik semakin menegaskan jalannya menuju
kenegaraan. Buku ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas aplikasi

teori sekuritisasi ke konteks wilayah non-tradisional seperti Arktik.

Penelitian keempat adalah penelitian oleh Gao Fei dan Guo Peiging (Gao &
Guo, 2025). Berjudul “Unique Risks and Evolving Trends in Arctic Governance: A
Forward-Looking Analysis Based on Policies and Practices” yang diterbitkan
dalam European Journal of Futures Research. Tulisan ini menyoroti bahwa
kawasan Arktik kini tengah menghadapi krisis tata kelola ganda yang disebabkan
oleh percepatan perubahan iklim dan eskalasi ketegangan geopolitik pasca 2022.
Risiko unik yang diidentifikasi mencakup fenomena Arctic Amplification yang
mencairkan permafrost serta es laut, yang kemudian memicu persaingan klaim

wilayah atas jalur pelayaran strategis dan sumber daya mineral bawah laut di antara
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kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok. Dampaknya, struktur tata kelola
tradisional yang dipimpin oleh Dewan Arktik mengalami stagnasi akibat
"sekuritisasi" berlebihan, di mana kepentingan militer mulai mendominasi kerja

sama ilmiah dan lingkungan yang sebelumnya menjadi prioritas utama.

Sebagai respons terhadap risiko tersebut, muncul tren evolusi menuju tata kelola
heterarkis yang melibatkan aktor global di luar negara-negara Arktik serta integrasi
pengetahuan masyarakat adat dalam kebijakan adaptasi. Tren masa depan
menunjukkan pergeseran dari regionalisme tertutup menuju model yang lebih
inklusif, di mana Arktik dipandang sebagai isu komunal global yang memerlukan
keseimbangan antara perlindungan ekosistem yang rapuh dengan pemanfaatan
ekonomi melalui rute trans-kutub baru. Kesimpulan dari analisis ini
memperingatkan bahwa tanpa adanya re-institusionalisasi yang mampu
memisahkan isu keamanan militer dari isu fungsional, Arktik berisiko terjerumus
ke dalam konflik hukum dan ekologi yang tidak terkendali, sehingga diperlukan
kepastian hukum maritim yang lebih kuat di bawah kerangka internasional yang

adaptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan komparatif untuk
menelaah risiko dan tren tata kelola Arktik dengan fokus pada kebijakan negara-
negara Arktik dan non-Arktik, Uni Eropa, serta aktor non-negara. Data diperoleh
dari literatur, laporan pemerintah, dokumen hukum, serta studi kasus empiris. Hasil
menunjukkan bahwa tata kelola Arktik Kkini berada dalam pergeseran dari
securitization ke desecuritization, lalu menuju tren re-securitization akibat Kkrisis
Ukraina dan kompetisi geopolitik. Artikel ini menekankan munculnya model
heterarki multi-level dalam tata kelola Arktik, yang mencerminkan kompleksitas

aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilfrid Greaves dan
Daniel Pomerants (Wilfrid Greaves & Daniel Pomerants, 2017). Berjudul “‘Soft
Securitization’: Unconventional Security Issues and the Arctic Council” yang
dipublikasikan dalam Politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Arctic Council
memainkan peran penting dalam tata kelola kawasan Arktik, meskipun mandat

resminya secara eksplisit mengecualikan isu keamanan militer. Sejumlah studi
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menilai bahwa Dewan Arktik berfungsi sebagai aktor keamanan non-konvensional
melalui peran koordinatif dan pembentukan kebijakan pada isu-isu yang berkaitan
dengan kepentingan negara dan kesejahteraan manusia, seperti lingkungan,
perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan keselamatan manusia (Greaves,
2017). Dengan menggunakan kerangka teori securitization, penelitian ini
menegaskan bahwa Arctic Council secara terbatas menggunakan bahasa keamanan
dalam dokumen dan deklarasi resminya, namun penggunaan tersebut umumnya
bersifat adjectival, yaitu sekadar menggambarkan relevansi keamanan tanpa
membingkai isu tertentu sebagai ancaman eksistensial yang menuntut tindakan luar
biasa. Temuan ini relevan bagi penelitian tentang Greenland karena menunjukkan
bahwa ruang politik Arktik secara institusional cenderung mendukung pendekatan
soft security dan desekuritisasi, bukan logika keamanan keras. Dalam konteks ini,
strategi  Greenland yang menolak securitization isu pertahanan dan lebih
menekankan identitas, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat adat sejalan
dengan pola tata kelola Arktik yang dibangun melalui Arctic Council, sekaligus
memperlihatkan bagaimana aktor non-negara atau wilayah otonom memanfaatkan
forum multilateral untuk memperkuat legitimasi politik tanpa harus terjebak dalam

kompetisi militer negara besar.

Penelitian ini menggunakan teori securitization dengan metode analisis teks
terhadap dokumen resmi, deklarasi multilateral, dan pernyataan publik Dewan
Arktik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Dewan Arktik membingkai isu-isu
non-tradisional seperti lingkungan dan pembangunan manusia dalam kerangka
keamanan non-militer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dewan Arktik lebih
banyak menggunakan bahasa keamanan dalam arti “adjektival” (sebagai atribut
aspiratif), ketimbang menjadikan isu tersebut sebagai ancaman eksistensial. Hal ini
menegaskan peran Dewan Arktik sebagai aktor keamanan non-konvensional di

kawasan.

Berdasarkan kelima penelitian di atas penelitian ini memiliki kebaruan pada
fokus dan pendekatannya. Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada strategi
non-militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode
2019-2021, khususnya terkait ketertarikan Amerika Serikat untuk membeli wilayah

tersebut, melalui diplomasi ekonomi, pengaruh budaya, dan politik identitas suatu
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pendekatan yang jarang menjadi fokus utama kajian Arktik, yang umumnya
membahas aspek militer atau pertahanan. Kedua, penelitian ini memposisikan
periode pasca-gagasan pembelian Greenland sebagai titik analisis untuk menilai
perubahan hubungan bilateral AS-Denmark, termasuk respon pemerintah otonom
Greenland, sehingga tidak hanya deskriptif pada momen kontroversi 2019, tetapi
juga menganalisis dampak keberlanjutannya hingga 2021. Ketiga, penelitian ini
mengintegrasikan faktor perubahan iklim, pembukaan jalur pelayaran baru, dan
persaingan kekuatan besar (AS, Tiongkok, Rusia) di Arktik sebagai konteks
strategis yang membentuk interaksi politik-ekonomi, sehingga menghasilkan
pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika geopolitik kawasan.

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep soft power (Nye) untuk menjelaskan
bagaimana Amerika Serikat berupaya memperkuat pengaruhnya di Greenland
melalui diplomasi ekonomi, promosi budaya, serta pembangunan hubungan politik
yang bersifat persuasif tanpa menggunakan instrumen militer. Pendekatan ini
diperkuat dengan kerangka securitization theory (Buzan, Weever, & de Wilde) di
mana Amerika Serikat membingkai kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik
sebagai ancaman keamanan guna memperoleh legitimasi politik bagi
keterlibatannya di kawasan tersebut.

Namun, strategi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kedaulatan dan identitas
nasional. Konsep kedaulatan menekankan otoritas penuh Denmark dan Greenland
dalam menentukan masa depan wilayahnya, sementara konsep identitas nasional
menegaskan peran masyarakat Inuit dalam mempertahankan eksistensi budaya,
bahasa, dan aspirasi politik mereka. Dengan demikian, upaya soft power dan
securitization Amerika Serikat berinteraksi secara kompleks dengan kedaulatan dan
identitas nasional Greenland—-Denmark, yang pada akhirnya membentuk dinamika

hubungan antara kedua pihak pada periode 2019-2021.
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2.2.1. Konsep ldentitas Nasional

Pada dasarnya, identitas sosial dan budaya suatu komunitas dibentuk oleh
interaksi politik, simbolik, dan sejarahnya. Identitas nasional Greenland bergantung
pada sejarah kolonialisme Denmark dan akar budaya Inuit yang kuat. Masyarakat
Greenland, terutama komunitas Inuit, telah didorong oleh kolonialisme untuk
merekonstruksi jati diri mereka melalui penggunaan simbol-simbol tradisional
seperti bahasa, praktik religius, dan revitalisasi tato tradisional. Fenomena kultural
ini bukan hanya ekspresi estetika; itu juga membantu orang menjadi lebih baik dan
menunjukkan identitas mereka sebagai bangsa setelah kolonialisme. dentitas
nasional Greenland juga terepresentasi melalui diplomasi budaya, terutama dalam
praktik gastronomi. Studi tentang gastronationalism menunjukkan bahwa makanan
tradisional Greenland diposisikan dalam empat dimensi utama tradisional, natural,
hibrid, dan inovatif yang secara simultan memperkuat citra keunikan budaya

sekaligus menjadi instrumen diplomasi di ranah internasional (Steeger et al., 2025).

Konsep identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi antara
Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland pascaketertarikan pembelian wilayah
Greenland oleh AS pada 2019-2021, karena justru pada titik inilah identitas
dipertarungkan, dinegosiasikan, sekaligus dipertahankan. Identitas nasional
Greenland, misalnya, tidak hanya diproduksi melalui simbol-simbol budaya seperti
bahasa Inuit atau bendera lokal, tetapi juga diperkuat melalui ingatan historis

kolonialisme yang menumbuhkan aspirasi dekolonisasi.

Dalam kerangka ini, dapat diuraikan enam pilar utama yang membentuk
artikulasi identitas nasional Greenland, yakni NSC (National Symbolic Capital),
HMS (Historical Memory System), CIV (Collective Imagined Values), SPC
(Shared Political Culture), SED (Socio-Economic Development), dan GPR (Global
Perception and Recognition). NSC berfungsi mempertegas klaim keunikan bangsa
melalui simbol-simbol kultural HMS menempatkan kolonialisme sebagai narasi
penopang perjuangan CIV menegaskan nilai kolektif berupa self-determination;
SPC menunjukkan diferensiasi orientasi politik antara Denmark dan Greenland,

SED mencerminkan ketegangan akibat ketidakmerataan pembangunan sementara
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GPR menggarisbawahi pentingnya pengakuan internasional bagi legitimasi
identitas politik Greenland di panggung global.

Identitas Inuit Greenland juga memiliki dimensi internasional, bukan hanya
nasional. Organisasi Inuit Circumpolar Council (ICC) menunjukkan bahwa
identitas Inuit melampaui batas negara dengan membangun solidaritas budaya dan
politik dengan komunitas Inuit di Alaska, Kanada, dan Rusia. Ini menunjukkan
bahwa identitas nasional Greenland berfungsi sebagai identitas multinasional. Dari
perspektif teoritis, identitas ini bukanlah kategori statis, melainkan proses relasional
yang terbentuk melalui interaksi sosial. Sebuah penelitian antropologis menegaskan
bahwa baik akademisi maupun masyarakat Inuit melihat identitas sebagai
konstruksi terbuka, meskipun pemaknaannya bisa berbeda antara pengalaman
individual dan konseptualisasi akademik (Ogawa et al., 2025). Selain melalui pilar-
pilar tradisional, identitas nasional Greenland kini tengah mengalami redefinisi
melalui ruang digital sebagai bentuk kedaulatan informasi. Di tengah meningkatnya
minat global terhadap Arktik, masyarakat Greenland menggunakan platform digital
untuk merebut kembali narasi mereka dari perspektif eksotis yang sering kali
dipaksakan oleh media Barat. Upaya ini bukan sekadar digitalisasi budaya,
melainkan sebuah strategi untuk memperkuat Global Perception and Recognition
(GPR) secara mandiri. Dengan mengintegrasikan bahasa Kalaallisut ke dalam
infrastruktur teknologi dan media sosial, generasi muda Greenland membangun
"ruang aman" digital yang menghubungkan memori sejarah (HMS) dengan aspirasi
masa depan, sekaligus membedakan identitas digital mereka dari entitas Denmark
(The Artic Six, 2025).

Oleh karena itu, identitas nasional Greenland dapat dipahami sebagai fenomena
yang mencakup banyak aspek, termasuk rekonstruksi budaya setelah kolonialisme,
ekspresi budaya melalui makanan dan diplomasi, solidaritas Inuit di seluruh dunia,
dan dinamika sosial yang kompleks dalam hubungannya dengan organisasi dan
keyakinan masyarakat. Identitas ini membantu konsolidasi internal dan
memperkuat posisi Greenland dalam menghadapi tantangan geopolitik, seperti

dinamika hubungan dengan Denmark dan strategi non-militer AS di Arktik.
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2.2.2. Teori Soft Power

Joseph S. Nye Jr. pertama kali menggunakan konsep soft power dalam bukunya
Bound to Lead: The Changing Nature of American Power pada tahun 1990.
Kemudian, dalam bukunya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in
World Politics, konsep ini diperdalam. "Kemampuan suatu negara untuk
mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik (attraction) ketimbang
paksaan (coercion) atau imbalan (payment)" adalah definisi soft power menurut
Nye. Dengan kata lain, soft power beroperasi melalui legitimasi, citra, dan nilai
yang menarik sehingga aktor lain bersedia mengikuti atau mendukung suatu agenda
tanpa dipaksa. Nye membedakan kekuatan halus dari kekuatan keras yang
bergantung pada militer dan ekonomi. Kekuasaan lemah berasal dari tiga pilar
utama: budaya (budaya), nilai politik (nilai politik), dan kebijakan luar negeri yang

dianggap sah dan moral (Nye, 1990).

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, kekuasaan tidak lagi
semata-mata dipahami sebagai kemampuan untuk memaksa aktor lain melalui
kekuatan militer atau tekanan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya pendekatan
konstruktivis dan kritis dalam studi hubungan internasional, konsep soft power
muncul sebagai instrumen penting dalam menjelaskan bagaimana negara
memengaruhi aktor lain melalui daya tarik, legitimasi, dan persuasi. Joseph S. Nye
mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk mendapatkan
apa yang diinginkannya melalui daya tarik (attraction) alih-alih paksaan (coercion)
atau pembayaran (payment) (Nye, 2011). Dalam kerangka ini, nilai-nilai, budaya,

kebijakan luar negeri, serta legitimasi moral menjadi sumber utama kekuasaan.

Teori soft power sering digunakan dalam kajian hubungan internasional modern
untuk menjelaskan bagaimana aktor negara dan non-negara menggunakan
instrumen non-militer untuk membangun kekuatan. Misalnya, Cull menekankan
bahwa diplomasi publik adalah sarana penting untuk soft power karena
memungkinkan negara untuk membentuk opini publik global melalui komunikasi,
pendidikan, media, dan pertukaran budaya. Sementara itu, Melissen berpendapat

bahwa soft power adalah tentang menciptakan ruang diskusi dua arah antara negara
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dan audiens internasional. Pandangan ini memperluas pemahaman soft power
sebagai bukan hanya alat untuk memaksakan hegemoni kultural, tetapi juga sebagai

cara untuk berkolaborasi dan berpartisipasi (Cull & Sadlier, 2009).

Dalam konteks Greenland, soft power memainkan peran yang sangat signifikan
dalam strategi Amerika Serikat. Berbeda dengan pendekatan hard power yang
berpotensi memicu resistensi politik dan pelanggaran norma internasional, soft
power memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun pengaruh secara gradual
dan relatif tidak konfrontatif. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat
status Greenland sebagai wilayah otonom dengan sensitivitas tinggi terhadap isu
kedaulatan, identitas, dan pengalaman kolonial. Salah satu dimensi utama soft
power Amerika Serikat di Greenland tercermin dalam diplomasi ekonomi dan
pembangunan. Bantuan finansial, dukungan terhadap pengembangan kapasitas
lokal, serta keterlibatan dalam sektor pendidikan dan penelitian ilmiah digunakan
untuk membangun citra Amerika Serikat sebagai mitra yang mendukung kemajuan
dan kesejahteraan Greenland. Pendekatan ini secara simbolik membedakan
Amerika Serikat dari aktor lain yang dipersepsikan lebih berorientasi pada
eksploitasi sumber daya semata. Dengan membingkai keterlibatannya sebagai
bentuk kerja sama pembangunan, Amerika Serikat berupaya menanamkan persepsi

positif dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap kehadirannya.

Selain itu, soft power Amerika Serikat juga beroperasi melalui dimensi normatif
dan wacana. Amerika Serikat secara konsisten memosisikan dirinya sebagai
pendukung hak menentukan nasib sendiri (self-determination) dan pembangunan
berkelanjutan, meskipun praktik kebijakannya tidak selalu sepenuhnya sejalan
dengan prinsip tersebut. Dalam konteks Greenland, narasi dukungan terhadap
otonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal digunakan untuk membangun
legitimasi politik dan moral. Narasi ini penting karena masyarakat Greenland
memiliki memori historis yang kuat terhadap praktik kolonial, sehingga pendekatan
yang terlalu koersif berisiko memicu penolakan luas. Soft power juga tercermin
dalam diplomasi budaya dan simbolik. Pertukaran akademik, kerja sama penelitian
Arktik, serta keterlibatan lembaga-lembaga Amerika Serikat dalam studi iklim dan
lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk membangun jejaring epistemik dan

kepercayaan (trust-building). Melalui kerja sama ilmiah, Amerika Serikat tidak
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hanya memperoleh data strategis mengenai Arktik, tetapi juga membangun citra
sebagai aktor yang berkontribusi pada pengetahuan global dan perlindungan
lingkungan. Dimensi ini sangat penting dalam konteks Arktik, di mana legitimasi

sering kali ditentukan oleh kontribusi terhadap sains dan tata kelola lingkungan.

Namun, penggunaan soft power Amerika Serikat di Greenland tidak
sepenuhnya bebas dari problematika. Sejumlah analis berpendapat bahwa soft
power dalam konteks ini sering kali berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan
penutup bagi kepentingan strategis yang lebih keras, seperti pengamanan jalur
maritim, pengawasan militer, dan akses terhadap sumber daya mineral Kritis.
Dengan kata lain, soft power beroperasi sebagai bagian dari strategi smart power,
yakni kombinasi antara hard power dan soft power untuk mencapai tujuan
geopolitik secara lebih efektif. Dalam perspektif kritis, soft power Amerika Serikat
di Greenland juga dapat dipahami sebagai bentuk pengaruh struktural yang
menciptakan ketergantungan jangka panjang (Nye, 2011). Ketika bantuan ekonomi,
kerja sama pendidikan, dan investasi strategis menjadi sumber utama
pembangunan, ruang otonomi politik Greenland berpotensi menyempit. Pilihan-
pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah otonom Greenland semakin
dibatasi oleh kepentingan dan ekspektasi mitra eksternal yang dominan. Dalam
konteks ini, soft power tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik, tetapi juga sebagai

mekanisme halus untuk membentuk preferensi dan orientasi kebijakan.

Konsep soft power dapat membantu menjelaskan bagaimana negara-negara
besar seperti Amerika Serikat dan Denmark berusaha membentuk persepsi dan
legitimasi tentang klaim atau kepentingannya di wilayah Arktik. Misalnya,
Amerika Serikat menganggap kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik sebagai
ancaman dan mencoba melindungi wilayah untuk memperkuat kepentingannya.
Sebaliknya, Denmark dan Greenland menggunakan kekuatan lemah yang berasal
dari identitas dan budaya nasional mereka, seperti tradisi Inuit, makanan, dan cerita
tentang keberlanjutan lingkungan, untuk memperkuat citra mereka di mata dunia
(Ogawa et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa soft power tidak hanya penting dalam
hubungan antara negara besar, tetapi juga penting bagi aktor kecil atau semi-

otonom yang ingin menegaskan identitas dan kedaulatan mereka sendiri.
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Dengan demikian, analisis soft power dalam kasus Greenland menunjukkan
bahwa kekuasaan dalam hubungan internasional bersifat multidimensional dan
beroperasi melalui berbagai lapisan. Soft power Amerika Serikat tidak dapat
dilepaskan dari konteks securitization dan persaingan geopolitik di Arktik, tetapi
juga tidak dapat direduksi menjadi instrumen manipulatif semata. la berfungsi
sebagai arena negosiasi antara daya tarik, legitimasi, dan kepentingan strategis.
Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana Greenland tidak hanya menjadi
objek pengaruh, tetapi juga aktor yang mampu merespons, menegosiasikan, dan
membatasi dampak soft power melalui strategi counter-narrative dan penegasan

identitas politiknya.

2.2.3. Teori Securitization

Securitization Theory yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wever, dan
Jaap de Wilde melalui Copenhagen School menghadirkan sebuah perspektif
penting dalam studi keamanan internasional. Teori ini menekankan bahwa suatu isu
tidak secara otomatis menjadi masalah keamanan, melainkan melalui proses
konstruktif yang disebut securitization, di mana aktor politik atau securitizing actor
mengangkat isu tertentu sebagai ancaman eksistensial melalui tindakan diskursif
yang dikenal dengan speech act. Dalam konteks ini, keamanan dipahami bukan
hanya sebagai realitas objektif, melainkan sebagai hasil dari praktik sosial dan
politik yang dibentuk oleh wacana. Misalnya, pemerintah dapat mendefinisikan
kehadiran aktor asing di suatu wilayah strategis sebagai ancaman terhadap
kedaulatan dan identitas nasional, dan melalui retorika politik isu tersebut kemudian
diterima oleh audiens (masyarakat, parlemen, atau komunitas internasional) sebagai

persoalan yang mendesak (Titilayo Aishat Otukoya, 2024).

Kesuksesan proses sekuritisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan aktor
untuk menggambarkan masalah sebagai ancaman, tetapi juga bagaimana audiens
menerimanya. Tanpa legitimasi publik atau politik, tuduhan ancaman tidak akan

sah dan tidak akan menghasilkan kebijakan luar biasa. Oleh karena itu,
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securitization mengalihkan masalah dari ranah politik biasa ke ranah darurat yang
memungkinkan tindakan khusus seperti penguatan militer, pembatasan hak, atau
intervensi kebijakan yang agresif. Dengan demikian, teori ini tidak hanya
menawarkan alat analisis untuk memahami mengapa negara atau aktor lain
mengangkat isu tertentu sebagai ancaman, tetapi juga memberikan pemahaman
mendalam tentang bagaimana wacana keamanan berhubungan erat dengan

legitimasi, identitas, serta kebijakan publik.

Teori securitization tidak hanya dipahami sebagai proses diskursif itu juga
memiliki aplikasi praktis dalam hubungan internasional. Pertama, teori ini
menunjukkan bahwa keamanan dibangun secara sosial dan politik daripada
diberikan atau ada begitu saja. Misalnya, masalah seperti migrasi atau perubahan
iklim tidak secara otomatis dianggap sebagai ancaman; mereka menjadi ancaman
ketika para politisi menafsirkannya sebagai ancaman bagi eksistensi negara atau
identitas nasional. Contohnya dapat dilihat selama krisis pengungsi di Eropa, ketika
beberapa negara menganggap kedatangan migran sebagai ancaman terhadap
keamanan domestik dan kohesi sosial, mendorong lahirnya kebijakan pengetatan
perbatasan yang sebelumnya mungkin tidak dapat dibenarkan dalam politik

konvensional.

Kedua, securitization theory juga mengajarkan bahwa terdapat perbedaan
antara politicization dan securitization. Isu yang dipolitikkan masih berada dalam
ranah diskusi normal dan dapat ditangani dengan mekanisme kebijakan biasa,
sedangkan isu yang disekuritisasi sudah naik level ke ranah darurat yang
membenarkan tindakan luar biasa (extraordinary measures). Misalnya, politisasi
isu energi mungkin hanya mendorong kebijakan subsidi atau diversifikasi, tetapi
ketika energi dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan nasional,
maka negara dapat mengerahkan militer untuk menjaga infrastruktur energi

strategis.

Ketiga, aspek normatif adalah yang sering diperdebatkan bahwa sekuritisasi
tidak selalu netral karena ketika suatu masalah dianggap sebagai ancaman, para
politisi dapat menggunakan legitimasi tersebut untuk membatasi kebebasan sipil,
mengontrol opini publik, atau bahkan memperluas kekuasaan negara. Dengan kata
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lain, teori ini mengingatkan bahwa klaim "demi keamanan™" dapat menjadi alat

politik untuk mempertahankan otoritas.

Selain dipahami sebagai proses diskursif yang mengubah isu non-keamanan
menjadi isu keamanan, securitization juga berkaitan erat dengan pembentukan
identitas politik, konstruksi kepentingan nasional, serta pembentukan persepsi
ancaman dalam hubungan internasional. Dalam kerangka ini, keamanan tidak
dipahami sebagai kondisi objektif semata, melainkan sebagai hasil dari praktik
sosial dan politik yang dimediasi melalui bahasa, simbol, dan wacana. Dengan kata
lain, suatu isu menjadi ancaman keamanan bukan karena sifat inherennya, tetapi
karena berhasil dipresentasikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan
respons luar biasa (extraordinary measures). Dalam konteks kawasan strategis
seperti Arktik, securitization memiliki fungsi yang melampaui respons terhadap
ancaman material. Securitization juga berperan sebagai mekanisme legitimasi atas
kehadiran, intervensi, dan ekspansi pengaruh aktor eksternal. Arktik, yang
sebelumnya dipahami sebagai ruang kerja sama ilmiah dan tata kelola lingkungan,
mengalami pergeseran makna menjadi arena persaingan geopolitik akibat
perubahan narasi keamanan. Melalui proses ini, aktor negara dapat membingkai
keterlibatan mereka sebagai kebutuhan strategis yang sah, bahkan mendesak,

meskipun berpotensi membatasi ruang otonomi aktor lokal.

Menurut Copenhagen School, khususnya pemikiran Barry Buzan, Ole Wever,
dan Jaap de Wilde, keberhasilan securitization sangat bergantung pada penerimaan
audiens terhadap klaim ancaman yang diajukan oleh aktor securitizing (Buzan,
1998). Audiens dalam konteks ini bukan sekadar pendengar pasif, melainkan aktor
yang memiliki kapasitas untuk menerima, menolak, atau menegosiasikan makna
ancaman tersebut. Tanpa penerimaan audiens, sebuah klaim securitization akan
kehilangan legitimasi politiknya dan gagal menghasilkan tindakan luar biasa yang
diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa securitization adalah proses intersubjektif
yang bergantung pada interaksi dan legitimasi. Dengan demikian, teori
securitization bukan hanya alat analisis yang membantu kita memahami mengapa
isu tertentu bisa berubah status menjadi masalah keamanan, tetapi juga membuka
ruang refleksi kritis tentang siapa yang berhak mendefinisikan ancaman, bagaimana

audiens merespons, dan konsekuensi apa yang muncul dari normalisasi kebijakan
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darurat. la menyoroti hubungan erat antara keamanan, wacana, kekuasaan, dan

legitimasi dalam politik global kontemporer.

Namun, strategi securitization tersebut berhadapan dengan realitas identitas
politik Greenland yang kompleks dan berbeda dari asumsi aktor eksternal. Identitas
Inuit, pengalaman kolonial di bawah Denmark, serta sejarah marginalisasi dalam
pengambilan keputusan strategis membentuk sensitivitas yang tinggi terhadap
narasi keamanan yang datang dari luar. Bagi masyarakat Greenland, framing
keamanan yang mengabaikan dimensi identitas dan lingkungan sering Kkali
dipersepsikan sebagai reproduksi relasi kuasa yang asimetris, di mana kepentingan
strategis aktor besar lebih diutamakan dibandingkan aspirasi lokal. Akibatnya,
securitization Amerika Serikat tidak diterima secara pasif, melainkan direspons
melalui proses counter-securitization yang menekankan identitas, kedaulatan, dan
hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) (Buzan, 1998). Dalam
konteks ini, counter-securitization tidak hanya berfungsi sebagai penolakan
terhadap klaim ancaman, tetapi juga sebagai upaya aktif untuk merebut kembali
kontrol atas makna keamanan itu sendiri. Keamanan, bagi Greenland, tidak semata-
mata berkaitan dengan militerisasi dan persaingan kekuatan besar, melainkan juga
mencakup perlindungan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan kelangsungan
identitas budaya masyarakat Inuit. Dalam kasus Greenland, Amerika Serikat secara
strategis menggunakan apa yang disebut sebagai "audiens ganda™ Denmark sebagai
otoritas kedaulatan formal, dan masyarakat dan pemerintah otonom Greenland
sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Amerika Serikat berusaha
menciptakan kesan bahwa kehadiran mereka melindungi keamanan Kkolektif
daripada memperluas dominasi geopolitiknya melalui wacana ancaman yang
menekankan tindakan lebih lanjut Rusia dan Tiongkok di Arktik. Dalam cerita ini,
Amerika Serikat digambarkan sebagai penyedia keamanan yang bekerja untuk

stabilitas regional dan kepentingan bersama.
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2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan kerangka pemikiran ini adalah untuk mengintegrasikan konsep, teori,
dan variabel penelitian secara sistematis dan koheren guna memberikan arah
analisis yang jelas. Situasi geopolitik Arktik yang semakin kompetitif, isu
kedaulatan wilayah, serta konstruksi identitas nasional Greenland dan Denmark
menjadi landasan penting dalam memahami rencana pembelian Amerika Serikat
terhadap Greenland. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan
bagaimana dinamika tersebut memengaruhi perumusan kebijakan Amerika Serikat,
respons Denmark, serta implikasinya terhadap hubungan bilateral kedua negara

pada periode penelitian.

Situasi Geopolitik
Artik
A 4
Teori Soft power dan Strategi AS
Securitization "
 —
Konsep Identitas \ Respon Denmark dan
Nasional Greenland
A 4
Faktor Geopolitik Dampak

=

Output Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

(Sumber : diolah sendiri untuk keperluan penelitian)



BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana suatu
kebijakan dibuat dan dijalankan, terutama ketika data angka atau statistik
tidak tersedia atau sulit diperoleh. Tujuan utama metode ini adalah
menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas dan apa adanya, bukan
untuk menguji teori atau menghitung hubungan sebab-akibat. Dalam
penelitian ini, data dikumpulkan melalui literatur reviu atau survei kualitatif
secara daring kepada orang-orang yang dianggap memahami kebijakan
tersebut, seperti pejabat, akademisi, atau pihak terkait lainnya. Peneliti
kemudian mengumpulkan berbagai informasi tersebut dan menyusunnya

menjadi gambaran yang utuh tentang kebijakan yang diteliti (Mitton, 2017).

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi
yang beragam dan tidak terduga, namun tetap dapat dibandingkan secara
sistematis, terutama dalam studi perbandingan antarnegara. Tujuan utama
metode ini adalah menggambarkan suatu kebijakan, sistem, atau fenomena
sosial secara jelas, apa adanya, dan sedekat mungkin dengan pengalaman para
pelaku atau pihak yang terlibat. Metode ini menggunakan pertanyaan terbuka
yang terstruktur untuk mengumpulkan perspektif, pengalaman, dan praktik
nyata dari pemangku kepentingan, lalu menyusunnya menjadi gambaran yang
utuh dan dapat dipahami tentang bagaimana suatu kebijakan dirancang,
dijalankan, dan dievaluasi. Fokus metode ini bukanlah untuk menafsirkan

secara mendalam atau membangun teori baru, tetapi untuk memberikan



deskripsi yang akurat dan representatif tentang apa yang terjadi di dunia
kebijakan saat ini, sehingga dampak yang lebih besar (Mitton, 2017).

Metode ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk menjelaskan
hubungan Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland, tetapi juga
memungkinkan mereka untuk memahami dinamika wacana politik, makna
yang dibuat oleh aktor internasional, dan strategi yang digunakan untuk
securitization dan soft power. Adapun langkah-langkah utama yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah: (1) memunculkan permasalahan
riset secara umum terkait bagaimana strategi rencana pembelian Amerika
Serikat terhadap Greenland pada tahun 2019-2021 dijalankan serta
bagaimana respon Denmark—Greenland melalui proses counter-securitization
terbentuk, (2) seleksi tempat dan subjek yang relevan berkaitan dengan
kawasan Arktik, khususnya keterlibatan Amerika Serikat, Denmark, dan

pemerintah otonom Greenland dalam isu tersebut.

(3) pengumpulan data yang dianggap relevan dari sumber-sumber
sekunder yang kredibel seperti situs resmi pemerintah AS (misalnya U.S.
Department of State), situs resmi Pemerintah Denmark dan Greenland, jurnal
akademik terkait seperti Arctic Review on Law and Politics atau Journal of
International Relations and Development, serta dokumen resmi kebijakan
luar negeri AS, Denmark, dan Uni Eropa, (4) interpretasi data terkait upaya
securitization yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama dengan
menjadikan kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik sebagai ancaman
keamanan, serta strategi diplomasi dan soft power yang menyertainya, (5)
membangun kerangka konseptual atau teoretis berdasarkan interpretasi data
dengan mengacu pada teori securitization (Copenhagen School) dan konsep
soft power (Nye).

(5a) menyempitkan pertanyaan penelitian agar lebih fokus pada dinamika
hubungan trilateral AS-Denmark—Greenland, (5b) pengumpulan data
tambahan dari media internasional yang kredibel seperti BBC News, The

Guardian, Foreign Policy, Arctic Today, dan The Washington Post untuk
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memperkuat analisis serta (6) menuliskan temuan serta konklusi yang
berhubungan dengan strategi rencana pembelian Amerika Serikat dan respon
Denmark—Greenland yang tercermin dalam praktik diplomasi dan counter-
securitization. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penelitian dapat
secara sistematis menjawab pertanyaan utama dan memberikan kontribusi

bagi pengembangan studi hubungan internasional kontemporer.

3.2 Fokus Penlitian

Studi ini berfokus pada strategi rencana pembelian Amerika Serikat
terhadap Greenland dari 2019 hingga 2021 dan bagaimana Denmark dan
pemerintah otonom Greenland menanggapi strategi tersebut. Studi ini secara
khusus menyelidiki bagaimana Amerika Serikat menggunakan mekanisme
securitization untuk menggambarkan kehadiran Tiongkok dan Rusia di
kawasan Arktik sebagai ancaman eksistensial dan memanfaatkan instrumen
soft power seperti diplomasi politik, ekonomi, investasi, dan retorika

simbolik untuk memperkuat kebijakannya.

Fokus penelitian ini juga diarahkan untuk memahami dinamika interaksi
diplomatik antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland yang muncul
sebagai konsekuensi dari ketertarikan pembelian tersebut. Penelitian ini tidak
hanya menyoroti strategi hegemonik Amerika Serikat dalam memperluas
pengaruhnya di Arktik, tetapi juga menelaah bagaimana Greenland sebagai
aktor otonom mulai menunjukkan posisi politiknya yang semakin independen
dari Denmark, baik melalui wacana publik maupun manuver diplomasi.
Dalam hal ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana kepentingan
ekonomi, isu kedaulatan, serta identitas nasional Greenland bersinggungan
dengan strategi keamanan Amerika Serikat dan respons diplomatik Denmark.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan fokus yang lebih luas dengan

melihat isu Arktik bukan hanya sebagai arena perebutan pengaruh geopolitik
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global, tetapi juga sebagai ruang di mana aktor kecil seperti Greenland
memiliki peran signifikan dalam membentuk arah diplomasi dan hubungan

internasional di kawasan tersebut.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri
Amerika Serikat dan bagaimana Denmark dan Greenland berusaha
melakukan counter-securitization untuk mempertahankan kedaulatan dan
identitas nasional mereka dan menyeimbangkan kepentingan strategis antara
mereka sebagai sekutu utama dan dinamika politik internal Greenland.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai
sumber kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat,
Denmark, dan pemerintah otonom Greenland, seperti laporan kebijakan luar
negeri, dokumen parlemen, serta pernyataan resmi pejabat negara yang terkait
dengan kebijakan Arktik. Selain itu, data juga dikumpulkan dari situs resmi
pemerintah, lembaga internasional, serta laporan penelitian yang
berhubungan dengan geopolitik Arktik. Media daring internasional seperti
BBC News, The Guardian, South Tiongkok Morning Post, dan Arctic Today
juga menjadi sumber penting dalam melihat dinamika wacana publik

mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland.

Sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian juga
digunakan untuk memperkuat analisis teoretis, termasuk kajian mengenai
kedaulatan, identitas nasional, soft power, dan teori securitization. Dengan
demikian, data penelitian ini mencakup kombinasi antara sumber primer
berupa dokumen resmi serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan
media, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif. Selain

bersumber pada dokumen resmi, penelitian ini juga memanfaatkan publikasi
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akademik, laporan penelitian, dan artikel dari jurnal internasional yang
relevan dengan topik Arktik, strategi keamanan, serta diplomasi kedaulatan.

Kehadiran sumber akademik tidak hanya memperkuat kerangka teoritis,
melainkan juga membantu menyeimbangkan perspektif yang mungkin bias
apabila hanya bersandar pada sumber politik atau media. Dengan
mengombinasikan dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan analisis wacana
dari media, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan multidimensional.
Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola
argumentasi, membandingkan perbedaan kepentingan antaraktor, serta
memahami dinamika identitas nasional Greenland dalam konteks geopolitik

yang lebih luas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan
data utama. Studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan, mengkaji, dan
menganalisis dokumen serta publikasi yang relevan dengan topik penelitian,
termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan,
dan media terpercaya. merupakan metode penelitian yang sangat penting
karena membantu peneliti memahami, mengumpulkan, dan menyusun
pengetahuan yang sudah ada dalam bidang penelitian. Literature review
berguna untuk memetakan penelitian sebelumnya, menilai bukti yang ada,
dan menghindari kesimpulan yang keliru akibat pemilihan sumber yang tidak
sistematis di tengah perkembangan ilmu yang sangat cepat dan lintas disiplin.
literatur reviu yang dilakukan dengan baik dan sistematis dapat menjadi dasar
yang kuat untuk pengembangan teori, identifikasi celah penelitian, dan
penyusunan kerangka konseptual. Beberapa jenis penerbitan, yaitu penerbitan
sistematis, penerbitan semi-sistemik, dan penerbitan integratif, digunakan

sesuai dengan tujuan penelitian (Snyder, 2019). Untuk mendapatkan
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pemahaman mendalam tentang strategi rencana pembelian AS terhadap
Greenland, serta tanggapan Denmark dan pemerintah otonom Greenland dari
tahun 2019 hingga 2021. Metode ini melibatkan beberapa langkah. Pertama,
mencari dan memilih literatur yang relevan. Ini termasuk dokumen resmi
tentang kebijakan luar negeri, pernyataan parlemen, dan dokumen resmi
pejabat dari Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat. Kedua,
mengumpulkan data dari literatur akademik yang membahas geopolitik

Arktik, teori securitization, soft power, kedaulatan, dan identitas nasional.

Ketiga, menggunakan portal berita internasional seperti BBC News, The
Guardian, South Tiongkok Morning Post, dan Arctic Today untuk meninjau
opini publik, wacana diplomasi, dan dinamika hubungan bilateral. Keempat,
mengumpulkan dokumen tambahan melalui situs resmi dan publikasi institusi
internasional yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi, keamanan, dan
identitas nasional. Untuk membuat kerangka analisis yang lengkap, semua
data kemudian dievaluasi, diklasifikasikan, dan dibandingkan. Metode
penelitian literatur ini memungkinkan peneliti mempelajari fakta politik dan
historis serta membandingkan wacana, legitimasi, dan hubungan antara
strategi AS dan reaksi Denmark—Greenland dalam konteks geopolitik Arktik
yang dinamis.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif
deskriptif, di mana seluruh informasi dari dokumen resmi, jurnal ilmiah,
laporan kebijakan, dan media internasional dikaji untuk menangkap pola,
makna, dan dinamika hubungan antara Amerika Serikat, Denmark, dan
Greenland (Snyder, 2019). Proses analisis dimulai dengan seleksi data, yaitu
memilah informasi yang relevan agar fokus pada isu utama penelitian.

Selanjutnya, data diorganisasi dan disajikan secara sistematis melalui narasi,
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tabel, atau bagan agar mempermudah identifikasi tema-tema penting, seperti
strategi soft power AS, securitization, counter-securitization, dan dampaknya

terhadap hubungan bilateral.

Analisis dilanjutkan dengan pendekatan tematik, menyoroti isu-isu
sentral sesuai kerangka teori yang digunakan. Untuk meningkatkan
kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, membandingkan
informasi dari berbagai referensi agar temuan lebih akurat. Akhirnya, hasil
analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sekaligus
memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi diplomasi, konstruksi
wacana keamanan, dan interaksi politik di kawasan Arktik secara

komprehensif.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini
menyimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland pada
periode 2019-2021 tidak dapat dipahami sebagai upaya aneksasi dalam
pengertian klasik yang mengandalkan kekuatan militer atau pengambilalihan
teritorial secara langsung. Sebaliknya, pendekatan yang ditempuh Amerika
Serikat lebih tepat dipahami sebagai strategi nonmiliter yang berkaitan dengan
ketertarikan pembelian wilayah, yang dijalankan melalui kombinasi diplomasi
ekonomi, kehadiran diplomatik, dan konstruksi wacana keamanan di kawasan
Arktik. Pernyataan Presiden Donald Trump mengenai ketertarikan untuk
membeli Greenland pada 2019 menjadi titik balik yang menegaskan
meningkatnya perhatian strategis Amerika Serikat terhadap wilayah tersebut.
Meskipun wacana tersebut memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark,
kebijakan Amerika Serikat pasca-2019 menunjukkan pergeseran pendekatan
menuju strategi yang lebih halus dan tidak konfrontatif. Hal ini tercermin dari
peningkatan bantuan ekonomi, pembukaan kembali Konsulat Amerika Serikat
di Nuuk, serta penguatan kerja sama di bidang pendidikan, riset Arktik, dan
pembangunan kapasitas lokal di Greenland.

Respons Denmark terhadap kebijakan Amerika Serikat menunjukkan pola
penyesuaian strategis yang bersifat moderat. Denmark tidak mengambil langkah
konfrontatif, melainkan berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen
aliansi transatlantik dengan Amerika Serikat dan kepentingan kedaulatan

nasionalnya atas Greenland. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan
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perhatian domestik terhadap Greenland serta penguatan dialog politik dengan
pemerintah otonom wilayah tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Greenland tidak lagi berperan
sebagai objek pasif dalam dinamika hubungan Amerika Serikat—-Denmark.
Melalui peningkatan otonomi politik dan pemanfaatan ruang diplomatik yang
tersedia, Greenland mulai berfungsi sebagai aktor strategis yang memengaruhi
pola interaksi bilateral kedua negara. Posisi Greenland sebagai wilayah otonom
menjadi variabel penting yang memperumit sekaligus membentuk ulang

hubungan Amerika Serikat-Denmark dalam konteks geopolitik Arktik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi nonmiliter
yang berkaitan dengan ketertarikan pembelian wilayah relevan untuk
menjelaskan upaya perluasan pengarun Amerika Serikat terhadap Greenland
pada periode 2019-2021. Strategi tersebut tidak hanya berdampak pada posisi
Greenland, tetapi juga mendorong terjadinya penyesuaian dalam hubungan
Amerika Serikat—-Denmark, yang ditandai oleh dinamika kerja sama, ketegangan
terbatas, dan negosiasi kepentingan dalam lanskap geopolitik Arktik yang

semakin kompetitif.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa strategi Amerika Serikat
tersebut tidak berjalan secara sepihak. Denmark dan pemerintah otonom
Greenland merespons melalui praktik counter-securitization dengan menolak
narasi yang berpotensi mereduksi kedaulatan dan identitas nasional Greenland.
Pemerintah Denmark secara konsisten menegaskan status hukum Greenland
sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, sementara pemerintah Greenland
menekankan prinsip self-determination dan identitas Inuit sebagai fondasi utama
dalam menentukan masa depan politiknya. Penolakan tegas terhadap gagasan
pembelian Greenland, baik oleh elit politik maupun masyarakat lokal,
menunjukkan bahwa identitas nasional dan memori kolonial menjadi faktor

kunci dalam membatasi penetrasi kekuatan eksternal.

Dari perspektif hubungan bilateral, penelitian ini menyimpulkan bahwa
kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode 20192021 tidak

menyebabkan keretakan struktural dalam hubungan Amerika Serikat—Denmark
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sebagai sesama sekutu NATO, tetapi menciptakan ketegangan diplomatik laten
yang menggeser pola interaksi dari hubungan bilateral tradisional menjadi
dinamika trilateral Amerika Serikat-Denmark—Greenland. Greenland semakin
tampil sebagai aktor otonom yang memiliki ruang manuver politik sendiri, bukan
sekadar objek kebijakan negara besar. Hal ini menandai transformasi penting
dalam politik Arktik, di mana aktor kecil mampu memanfaatkan identitas,
hukum internasional, dan diplomasi budaya untuk menyeimbangkan tekanan

geopolitik dari kekuatan besar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat
disampaikan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas
cakupan waktu dan aktor analisis, khususnya dengan memasukkan
perkembangan geopolitik Arktik pasca 2021. Hal ini penting mengingat
dinamika kawasan Arktik yang terus mengalami perubahan seiring
meningkatnya kepentingan strategis negara-negara besar dalam bidang
keamanan, ekonomi, dan sumber daya alam. Dengan cakupan waktu dan aktor
yang lebih luas, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola interaksi, kepentingan, serta
implikasi geopolitik yang muncul di kawasan tersebut.
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